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Franchise agreements carry a high risk of default, particularly by the 
franchisor, who may ignore the agreement and cause losses to the 
franchisee. This study analyzes the legal consequences and legal protection 
for franchisees due to franchisor default. This study uses a juridical-
normative method with a statutory, case, analytical, and conceptual 
approach. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal 
materials. Qualitative data analysis was conducted through grammatical, 
systematic, and legal construction interpretations. The research findings 
demonstrate two main points. First, the legal consequences of franchisor 
default are multidimensional, encompassing civil, administrative, and 
economic impacts on the franchisee. Second, legal protection for franchisees 
can be sought through litigation and non-litigation mechanisms. The 
implications of these findings confirm that losses due to franchisor default 
are complex. However, franchisees have legal avenues for redress, which 
need to be optimized through more effective agreement enforcement and a 
regulatory framework. 
 
Keyword: Grants under the hand, legal consequences, legal protetion. 

Abstrak 
Perjanjian waralaba berisiko tinggi terjadinya wanprestasi, terutama dari pihak pemberi waralaba 
(franchisor), yang mengabaikan kesepakatan dan menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba 
(franchisee). Penelitian ini menganalisis akibat hukum serta perlindungan hukum bagi franchisee 
akibat wanprestasi franchisor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan 
hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data kualitatif dilakukan melalui penafsiran gramatikal, 
sistematis, dan konstruksi hukum. Temuan penelitian menunjukkan dua hal pokok. Pertama, akibat 
hukum wanprestasi franchisor bersifat multidimensi, mencakup dampak perdata, administratif, dan 
ekonomi bagi franchisee. Kedua, perlindungan hukum bagi franchisee dapat diupayakan melalui 
mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Implikasi dari temuan ini mengonfirmasi bahwa kerugian 
akibat wanprestasi franchisor bersifat kompleks. Namun, franchisee memiliki jalur hukum untuk 
memperoleh pemulihan hak, yang perlu dioptimalkan melalui penegakan perjanjian dan kerangka 
regulasi yang lebih efektif. 
 
Kata Kunci: Waralaba, Wanprestasi, Perlindungan Hukum 
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A. PENDAHULUAN 

Praktik bisnis waralaba (franchise) di Indonesia telah menjadi tulang punggung banyak 

usaha mikro dan kecil, namun diwarnai kerentanan struktural yang memerlukan kajian 

mendesak [1]. Fenomena ketimpangan posisi tawar antara pemberi (franchisor) dan 

penerima waralaba (franchisee) yang berujung pada wanprestasi oleh franchisor merupakan 

masalah sistemik [2], [3]. Risiko ini kian nyata mengingat perjanjian waralaba umumnya 

berbentuk baku (standard contract) yang dipaksakan secara sepihak, sehingga franchisee 

sering hanya memiliki opsi "take it or leave it" [4]. Padahal, kelalaian franchisor dalam 

memenuhi kewajiban inti seperti pelatihan dan dukungan operasional—yang diamanatkan 

regulasi—dapat meruntuhkan bisnis franchisee [5]. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak 

untuk dilakukan guna mengungkap mekanisme perlindungan hukum yang efektif dan 

mendorong ekosistem waralaba yang lebih adil serta berkelanjutan. 

Objek penelitian ini difokuskan pada wanprestasi oleh pemberi waralaba (franchisor) 

dalam perjanjian waralaba baku, yang menjadi akar banyak sengketa. Fokus ini dipilih karena 

dampak wanprestasi franchisor bersifat lebih luas dan sistemik dibandingkan wanprestasi 

oleh franchisee, sering kali melibatkan kerugian investasi besar dan kelangsungan usaha 

banyak pihak [6]. Sebagai studi kasus, sengketa waralaba "Primagama" dipilih karena 

merepresentasikan kompleksitas masalah nyata, termasuk pergantian kepemilikan merek, 

kelangsungan operasi franchisee, dan penafsiran klausa kontrak yang telah diuji di berbagai 

tingkat peradilan (seperti Putusan MA No. 325 K/Pdt/2019) [7], [8]. Kasus ini berbeda dari 

objek penelitian serupa yang sering hanya mengkaji satu aspek atau sengketa tunggal, karena 

menyediakan panorama lengkap dinamika sengketa waralaba dari tingkat pengadilan negeri 

hingga kasasi. 

Penelitian ini menganalisis hubungan kausal antara variabel independen, yaitu tindakan 

wanprestasi oleh pemberi waralaba (misalnya, cidera janji dalam pemberian dukungan, 

pelatihan, atau penggunaan merek), dengan variabel dependen, berupa akibat hukum yang 

diderita penerima waralaba (kerugian ekonomi, pembatalan perjanjian) serta efektivitas 

mekanisme perlindungan hukum yang tersedia [9], [10]. Hubungan ini dimoderasi oleh 

variabel intervening yaitu kerangka regulasi (Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 dan 

KUHPerdata) dan sifat perjanjian baku [11], [12]. Regulasi menentukan norma dan batasan, 

sementara klausa perjanjian baku—yang seringkali tidak dinegosiasikan—akan 

memperbesar atau memperkecil ruang bagi franchisee untuk memperoleh ganti rugi atau 

pembatalan perjanjian saat franchisor wanprestasi. 
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Tinjauan literatur menunjukkan terdapat kesenjangan (research gap) yang perlu diisi. 

Penelitian terdahulu seperti Sirait (2003) dan Udayani (2008) telah mengidentifikasi 

ketidakseimbangan dalam perjanjian waralaba dan keraguan terhadap penyelesaian litigasi 

[2], [13], sedangkan Muliasari (2022) masih terfokus pada pertanggungjawaban franchisee 

[14]. Studi terbaru mengenai implikasi regulasi baru (PP No. 35/2024) terhadap 

perlindungan franchisee pasca-wanprestasi franchisor masih sangat terbatas. Selain itu, 

belum ada sintesis yang mengintegrasikan analisis regulasi terkini, perkembangan 

yurisprudensi mutakhir (seperti putusan tahun 2019-2021), dan evaluasi komparatif 

terhadap efektivitas seluruh kanal perlindungan hukum—baik litigasi maupun non-litigasi 

dalam satu kerangka analisis yang koheren. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya 

integratif yang menggabungkan tiga elemen kunci: (1) analisis regulasi waralaba terbaru (PP 

No. 35/2024), (2) kajian mendalam terhadap yurisprudensi mutakhir (2019-2021) terkait 

wanprestasi franchisor, dan (3) evaluasi komparatif efektivitas seluruh jalur perlindungan 

hukum bagi franchisee [7], [8], [15]. Manfaat penelitian mencakup manfaat teoretis berupa 

pengayaan diskursus hukum kontrak innominaat dan perlindungan konsumen dalam bisnis 

waralaba, serta manfaat praktis berupa peta jalan (roadmap) bagi franchisee yang dirugikan 

dan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan regulasi. Tujuan penelitian dirumuskan 

sebagai berikut: (1) Menganalisis bentuk, faktor penyebab, dan akibat hukum multidimensi 

(perdata, bisnis) dari wanprestasi franchisor; (2) Mengevaluasi efektivitas dan hambatan 

setiap mekanisme perlindungan hukum (gugatan perdata, pembatalan perjanjian, upaya non-

litigasi) bagi franchisee; (3) Merumuskan model perlindungan hukum yang lebih ideal 

berdasarkan sintesis regulasi, putusan pengadilan, dan prinsip keadilan kontraktual. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan, yang berfokus pada analisis bahan hukum sekunder. Pendekatan yang 

diterapkan bersifat multidisipliner, mencakup pendekatan perundang-undangan untuk 

mengkaji hierarki dan substansi regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 

Tahun 2019; pendekatan kasus untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan; 

pendekatan analitis untuk menelaah makna konseptual istilah hukum; serta pendekatan 

konseptual untuk mengeksplorasi asas dan nilai yang mendasari norma hukum waralaba. 
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Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer (peraturan perundang-undangan), sekunder 

(literatur akademis, jurnal, dan rancangan peraturan), serta tersier (kamus dan ensiklopedia 

hukum) yang relevan dengan isu wanprestasi franchisor. 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi 

terhadap berbagai sumber hukum tersebut, yang kemudian diklasifikasikan dan diseleksi 

untuk menjaga konsistensi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik penafsiran 

hukum, meliputi penafsiran gramatikal (berdasarkan tata bahasa) dan sistematis (dalam 

konteks keseluruhan sistem hukum), serta konstruksi hukum melalui analogi dan 

penghalusan hukum (rechtsverfijning). Konstruksi hukum ini berfungsi untuk menemukan 

dan mengembangkan pemahaman hukum guna menjawab permasalahan penelitian, 

khususnya dalam mengisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum terkait perlindungan bagi 

franchisee.  

C.       HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teori Perlindungan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Waralaba 

Teori perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba diperlukan untuk mengatasi 

ketidakseimbangan struktural antara franchisor dan franchisee, yang berpotensi 

menimbulkan kerugian saat terjadi wanprestasi. Menurut Satjipto Rahardjo, kepatuhan 

hukum dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan sosial individu, sehingga hukum harus 

berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Wanprestasi franchisor, seperti tidak 

memberikan dukungan operasional atau hak merek, dapat menyebabkan kerugian finansial 

dan reputasi bagi franchisee. Oleh karena itu, perlindungan hukum berfungsi untuk 

meminimalisasi kerugian dan menjamin hak-hak franchisee yang rentan. Ketentuan umum 

dalam KUH Perdata, seperti Pasal 1238 dan 1243, memberikan dasar untuk menuntut ganti 

rugi namun belum spesifik melindungi posisi lemah franchisee. Teori Rahardjo menekankan 

bahwa dalam ketidakseimbangan kontraktual, hukum harus memihak pihak yang lebih 

rentan. Dengan demikian, perlindungan hukum bertujuan menciptakan kepastian dan 

keadilan dalam hubungan waralaba yang timpang. 

Hukum berperan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) menurut Roscoe 

Pound, yang melindungi kepentingan umum, masyarakat, dan individu. Dalam konteks 

waralaba, hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan para pihak melalui instrumen 

regulasi yang adil. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba merupakan 

wujud dari fungsi tersebut, dengan mengatur prosedur dan hak para pihak secara imperatif. 
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Regulasi ini dirancang untuk mengubah perilaku dan mengisi kekosongan perlindungan dari 

ketentuan umum KUH Perdata. Implementasinya diharapkan dapat mencegah wanprestasi 

franchisor dan memberikan kepastian hukum bagi franchisee. Sebagai alat perubahan 

masyarakat, hukum waralaba harus responsif terhadap perkembangan praktik bisnis dan 

nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, integrasi teori perlindungan hukum dan regulasi 

spesifik menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem waralaba yang berkelanjutan dan 

setara. 

Akibat Hukum Bagi Penerima Waralaba Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian 

Waralaba 

Perjanjian waralaba di Indonesia berlandaskan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 

1338 KUH Perdata, yang menjadikan kontrak sebagai undang-undang bagi para pihak [1]. 

Namun, kebebasan ini dibatasi oleh syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan 

sering dimanifestasikan dalam perjanjian baku yang disusun sepihak oleh franchisor [2], [3]. 

Hal ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar, di mana franchisee hanya memiliki opsi 

menerima atau menolak klausa yang telah ditetapkan [4]. Teori perlindungan hukum 

diperlukan untuk melindungi franchisee dari potensi wanprestasi franchisor, seperti 

kegagalan memberikan dukungan operasional atau hak merek eksklusif [5]. Perlindungan 

normatif terdapat dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata, yang mengatur hak menuntut 

ganti rugi, namun ketentuan ini bersifat umum [6]. Oleh karena itu, implementasi asas itikad 

baik dan tanggung jawab dalam berkontrak menjadi krusial untuk menciptakan keadilan [7]. 

Wanprestasi oleh franchisor, sesuai definisi dalam Pasal 1238 KUH Perdata, dapat 

berupa kelalaian memenuhi prestasi, penundaan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai 

perjanjian [8]. Akibat hukumnya bersifat multidimensi, menyebabkan kerugian finansial, 

ketidakpastian usaha, hingga hilangnya hak legal franchisee menggunakan merek dagang [9]. 

Putusan pengadilan seperti Putusan Mahkamah Agung No. 325 K/Pdt/2019 menunjukkan 

kompleksitas penyelesaian sengketa dan risiko franchisee kehilangan hak ganti rugi [10]. 

Teori akibat hukum dari R. Soeroso menjelaskan bahwa wanprestasi dapat melahirkan, 

mengubah, atau melenyapkan suatu hubungan hukum beserta hak dan kewajiban di 

dalamnya [11]. Dalam konteks kepailitan franchisor, franchisee sering hanya menjadi kreditur 

konkuren dengan posisi pemulihan kerugian yang lemah [12]. Situasi ini diperparah jika 

merek dagang dilelang kepada pihak baru tanpa mempertimbangkan perjanjian yang masih 

berlaku [13]. 
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Perlindungan hukum bagi franchisee dapat ditempuh melalui mekanisme litigasi 

berdasarkan KUH Perdata maupun upaya non-litigasi [14]. Secara regulasi, Peraturan 

Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba telah mengatur kerangka imperatif isi 

perjanjian, berfungsi sebagai sarana social engineering menurut Roscoe Pound untuk 

menyeimbangkan kepentingan [15], [16]. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen juga dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi bagi franchisee 

yang berkedudukan sebagai konsumen [17]. Pentingnya peran notaris dalam pembuatan akta 

otentik perjanjian waralaba ditegaskan untuk memberikan kekuatan pembuktian yang kuat di 

pengadilan [4]. Namun, efektivitas perlindungan ini bergantung pada kesadaran franchisee 

dalam memahami dan menegosiasikan klausa perjanjian sejak awal. 

Berdasarkan analisis, diperlukan pendekatan holistik untuk memperkuat perlindungan 

franchisee. Pertama, penegasan dan sosialisasi atas kewajiban substantif franchisor dalam PP 

No. 35 Tahun 2024, seperti pemberian bimbingan dan pelatihan, harus ditingkatkan [5], [15]. 

Kedua, penyusunan pedoman perjanjian waralaba yang berkeadilan dapat mendorong praktik 

kontrak yang seimbang dan meminimalkan klausa baku yang memberatkan [2], [3]. Ketiga, 

dalam kerangka kepailitan, perlu dipertimbangkan posisi khusus franchisee yang tidak 

sekadar kreditur biasa mengingat ketergantungan usahanya pada sistem dan merek 

franchisor [12]. Keempat, alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi dan 

arbitrase perlu didorong untuk efisiensi dan menjaga kerahasiaan bisnis [14]. Dengan 

langkah-langkah tersebut, ekosistem waralaba di Indonesia diharapkan dapat tumbuh dengan 

prinsip kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan bagi semua pihak. 

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Terhadap Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Waralaba 

Isi perjanjian waralaba menetapkan hak dan kewajiban para pihak, membentuk 

hubungan hukum yang timbal balik. Namun, praktik perjanjian baku (standard contract) yang 

disusun sepihak oleh franchisor menciptakan ketidakseimbangan, karena franchisee hanya 

dapat menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi [1], [2]. Menurut Satjipto Rahardjo, hak 

adalah kekuasaan yang diberikan hukum untuk melindungi kepentingan, tetapi perjanjian 

baku justru mengesampingkan perlindungan bagi penerimanya [3]. Situasi ini mengabaikan 

asas kesetaraan dan keseimbangan dalam berkontrak, yang seharusnya menjadi dasar 

perjanjian yang adil. Ketidakpastian hukum muncul karena regulasi tidak secara eksplisit 

mengatur keabsahan perjanjian baku dalam waralaba. Akibatnya, kepastian hukum sebagai 
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fondasi perlindungan menjadi terabaikan. Hal ini merupakan akar ketidakadilan yang 

merugikan franchisee dalam hubungan waralaba. 

Perlindungan hukum bagi franchisee dapat bersifat preventif dan represif. Perlindungan 

preventif diwujudkan melalui regulasi yang mengatur rambu-rambu perjanjian, seperti 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 yang menetapkan kewajiban pencantuman 

klausul wajib [4], [5]. Sementara itu, perlindungan represif berupa sanksi diberikan setelah 

terjadinya pelanggaran, seperti ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata [6]. Regulasi 

khusus waralaba bertindak sebagai social engineering untuk menciptakan keseimbangan 

baru yang lebih adil. Tanpa pengaturan yang jelas, perjanjian baku akan terus menjadi alat 

yang merugikan franchisee. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui regulasi yang imperatif 

diperlukan untuk menjamin kepastian dan keadilan. 

Penyelesaian sengketa sebagai bentuk perlindungan represif dapat ditempuh melalui 

jalur litigasi di pengadilan atau non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi [7]. Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase mengakomodir metode alternatif seperti konsultasi, 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli [8]. Mekanisme ini menawarkan fleksibilitas 

dan kerahasiaan yang mungkin lebih menguntungkan bagi franchisee. Namun, efektivitasnya 

bergantung pada kesadaran dan kemampuan franchisee dalam mengakses dan menjalankan 

proses tersebut. Pilihan jalur penyelesaian sengketa harus didasari pemahaman yang 

memadai terhadap kelebihan dan risikonya masing-masing. 

Kepastian hukum, sebagai tujuan utama menurut aliran positivis, mensyaratkan aturan 

yang jelas dan terprediksi [9]. PP No. 35 Tahun 2024 telah berupaya meningkatkan kepastian 

dengan mensyaratkan pendaftaran kekayaan intelektual sebagai kriteria waralaba [10]. 

Meskipun demikian, franchisee harus proaktif memahami hak dan kewajibannya serta 

klausul-klausul kritis dalam perjanjian, seperti sifat personal perjanjian, hak pemutusan 

sepihak franchisor, dan kewajiban pengembalahan aset saat berakhirnya kerja sama [11]. 

Pemahaman ini menjadi dasar untuk melakukan upaya hukum apabila terjadi wanprestasi. 

Perlindungan hukum yang optimal memerlukan sinergi antara kerangka regulasi yang kuat, 

penegakan hukum yang konsisten, dan kesadaran hukum para pihak, khususnya franchisee 

sebagai pihak yang rentan. 

D. KESIMPULAN 

Wanprestasi oleh pemberi waralaba menimbulkan akibat hukum multidimensi bagi 

penerima waralaba, mencakup kerugian perdata, sanksi administratif, dan dampak ekonomi, 
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yang dapat dituntut melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam PP No. 35 Tahun 2024. 

Perlindungan hukum bagi franchisee dapat diupayakan melalui mekanisme litigasi maupun 

non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi. Namun, efektivitas perlindungan ini sering 

terkendala oleh kompleksitas prosedur hukum dan kurangnya pemahaman franchisee atas 

hak-haknya, sehingga diperlukan sosialisasi dan penegakan regulasi yang lebih optimal. 

SARAN 

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar penerima waralaba secara proaktif 

memahami hak dan kewajibannya dengan seksama sebelum menandatangani perjanjian, 

termasuk mengonsultasikan dokumen tersebut kepada ahli hukum, serta sigap menempuh 

langkah hukum seperti negosiasi, mediasi, atau gugatan jika terjadi wanprestasi. Untuk 

memperkuat kepastian dan perlindungan hukum, perjanjian waralaba sebaiknya diformalkan 

dalam akta otentik di hadapan notaris guna memberikan kekuatan pembuktian yang kuat di 

pengadilan, sekaligus meminimalkan potensi sengketa. Sosialisasi dan pendampingan hukum 

bagi franchisee juga diperlukan agar mereka mampu menjalankan upaya penyelesaian 

sengketa secara efektif. 
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